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Abstrak
 

Kebijakan sistem merit merupakan sebuah pendekatan pengelolaan kepegawaian yang berfokus pada

kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Kebijakan sistem merit memiliki proses formulasi yang dinamis

sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2014. Kebijakan Sistem Merit diamanatkan melalui

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan seperti pembagian

kewenangan yang beririsan hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh

mengenai proses dalam implementasi kebijakan sistem merit. Berdasarkan implementasinya, kebijakan

sistem merit tidak terlepas dari berbagai dinamika yang dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi

Kementerian PANRB, KASN, BKN dan LAN. Oleh karena itu, peneliti membahas implementasi kebijakan

melalui proses relasi antar aktor kelembagaan dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam

menggerakan kebijakan sistem merit. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang

menentukan keberhasilan relasi antar aktor kelembagaan dan menggambarkan bentuk jaringan dalam

implementasi kebijakan sistem merit dalam perspektif network governance yang dikemukakan oleh Provan

dan Kenis (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari

wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini

menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat empat indikator keberhasilan dalam proses

implementasi kebijakan sistem merit, yakni kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks,

aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, serta kompetensi antar aktor yang saling

menguatkan dan kemampuan merespon permintaan eksternal. Selain itu, ditemukan faktor lain yang menjadi

kendala yakni, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum begitu kuat,

penerimaan informasi antar aktor kelembagaan yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi

yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor kelembagaan karena perbedaan persepsi,

informasi hingga perilaku ego sektoral. Dapat disimpulkan bahwa relasi aktor kelembagaan dalam proses

implementasi kebijakan sistem merit memenuhi karakteristik yang dimiliki pada bentuk shared-governance.

Rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah Kementerian PANRB, KASN, BKN dan LAN

untuk meningkatkan intensitas koordinasi baik dengan internal maupun eksternal kelembagaan. Adapun

kegiatan koordinasi dapat dilakukan setiap masa triwulan untuk memfasilitasi lintas aktor dalam melakukan

sinkronisasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan.

......Merit system policy is a management approach that focuses on competence, qualification and

performance. Merit system policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its

implementation since 2014. The Merit System Policy is mandated through Law No. 1. 5 of 2014 on the State

Civil Apparatus. Problems such as the distribution of authorities that range from policy distortion to policy

distortion become important points for further consideration of the process in the implementation of the

merit system policy. Based on its implementation, the merit system policy is independent of various
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dynamics managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, KASN, BKN and LAN.

Therefore, researchers discuss policy implementation through the process of relationships between

institutional actors and the factors that determine success in mobilizing merit system policies. This study

aims to illustrate the factors that determine the success of the relationship between institutional actors and to

illustrate the network form in the implementation of the merit system policy in the perspective of network

governance proposed by Provan and Kenis (2008). This study used a post-positivist approach. The data used

came from in-depth interviews as well as several library studies on secondary data. The findings of this

study show that in the analysis of success factors there are four indicators of success in the process of

implementing merit system policy: strong trust, non-complex number of participants, actors have the same

conditions for achieving common goals, as well as competence between actors that strengthen each other

and respond to external requests. In addition, there are other factors that become obstacles namely, the needs

of actors cannot be properly accommodated, the consensus that is not yet so strong, the information

acquisition between institutional actors that has not been well distributed, the perceptual similarities that

have not been strong, lack of coordination skills between institutional actors due to differences in

perceptions, information, and sectoral ego behavior. It can be concluded that the institutional actor

relationship in the process of implementing the merit system policy meets the characteristics it has in the

shared-government form. Recommendations that can be given in this study are the Ministry of PANRB,

KASN, BKN and LAN to increase the intensity of coordination with both internal and external institutions.

Coordination activities can be carried out every quarter to facilitate cross-actors in synchronizing policies

related to the implementation of their duties and functions.


